
MENTf,RI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASION L,/
KIPALA BADAN PERDNCANAAN I'IMBANGTINAIi NASIONAL.

Meninlbans bahwa dalam tangka nrcnirgkatkan pelayanan dasar
dalarn bidang sosial dan ekonomi di wilayah perdesaan
dan mengembangkan ekonomi masyarakat yang berbasis
sum^L'rdaya lokal, sena meningkatkan kapasitas aparatur
pemerintah daerah dan masyaEkat yang berbasis
sumberdaya lokal, serta fteningkatkan kapasitas aparatur
pemerintah daeruh dan masJ arakat dalam melaksanakan
pengembangan sosial ekonomi vilayah, perlu ftenglrbah
susunan keangsotaan Tini Koordinasi Tingkar Pusat
Prcgram Nasional P4mberclayaan Masyarakat
Pengembangan lnfrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
(PNPNl-PISEW) ]'ahun 2Ol I i

bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum
dalam fampitan Keputusan ini dianggap mantpu dan
memenuhi persyaratan untuk duduk dan melakMnakan
tugas sebaSai anl{aota Tinl Koordirlasi TinSkal pusat

Progranr Nasional femberdayaan Masyarakat
PengembanSan Intrastrukt r Sosial Dkonomi Wilayah
(PNPM-PISEW) Tahun 201 i,
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Mentingat

Memelhatikan

1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentanS

Anggaran Pendapatan dan Belanja NeSara Tahun
Ang}aran 2a17 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran NeSara

Republik Indonesia Nomor 5167);

Keputusan h,esiden Nomor 42 Tahufl 2002 tentanS

Pelaksanaan AngSaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 73, lambahan Lmbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Keputusan Pr€siden Nomor 53

Tahun 2010:

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2OO7 te tang Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Prcsiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementeria( Negara;

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badafl Petrncanaa Pembangunan
Nasional Nomor PER004/M.PPN/O9I20O7 ler.lang
Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

Kegiatan di Kemeniedan NeSara Perencaflaan

Pemba Sunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan

Pemb4flgunan Nasional/Kepala Badan Percncahaah

Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;

Peratumn Menteri lt_egara Per€ncanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pemban8unan

Nasional Nomor P[R.O05/M.PPN,/ I0l2OOZ te tang
OrSanisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
Per€ncanaafl Pembangunan Nasional/Badan PeLencanaan

Pembangunan Nasional;

Loan Agreemenl lP-543 lbr Regional lnfnstntcturc lot &r:isl and
Ecohotutic (RISE) Developnent P@ject lxtween Japan Bank for
lnternational C.operation aial Republic of Indonesia, 29 Maret
2oO7 i
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KXPUTUSAN MENTERI PERENCANANN Pf,,MBANGUNAN
NASIONAL/KEPAI.{ BADAN PERENCANAAN PIMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PERI-IBAHAN ATAS KEruTUSAN MXNTf,RJ
PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/Kf,PALA BADAN
PERINCANAAN PI,MBANGUNAN NASION L NOMOR
KXP.42,/M.PPN/HK/03/2OI 1'ITNTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORI]INASI TTNGKAT ruSAT PROGRAM NASIONAL
PEMBIRDAYfu{N MASYARAKAT - PENGEMBANGAN
TNITASIRUKTUR SOSIAI EKONOMI WILAYAH (PNPM-PISEW)
TAHUN 2011.

Mengubah susunan keanlgotaan l im Koordinasi Tingkat pusat

Prograrll Nasional Pemberdayaan Masyarakat pengembangan

Infrastruktur Sosial f,konomi Wilayah (PNpM-plSEW) Tahun
2011, denSan susunan keanggotaan sebagainrana disebutkan
dalam Lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tans8al ditetapkan, dan berlaku
surut scjak lOjanuari 2011.

Ditetapkan diJakarta
pada tan8J]al 26 l\,lei 2O1l

MENIIRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PE]VTBANGUNA,I\ NASIONAL,

ARMIDA S. ALTSJAI I IIANA

rtd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

/ il%1
f,mmy Suparmia(un
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SUSUNAN Kf,ANGGOTAAN
TIM KOORDINASI
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Tim Pengarah
Ketua Deputi Bidang Pengembangan Regional dan

Otonomi Daerah, Kerhenterian FpN/ Bappenas.
Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementel,ian
Pekerjaan Umum.
l. Sekretaris Merlteri Negara ppN/Sekretaris Utama

Bappenas;

2. Deputi Bidaflg Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan
UKM, Kementerian PPN /B^pFn^s;

3. Inspektur Utama, Kementerian ppN/ Bappenas;
4. Direktur Jenderal Bina pembangurah Daerah,

Kemeniedan Dalam Negeri;
5. DirekturJenderal Peml:erdayaan Masyarakat dan

Desa, Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian

Keuahgan;
7. DirekturJenderal Perbendaharaan, Kementerian

Keuan8an;

E. Dir€ktur Jehderal Pengelolaan Utang,
Kementerian Keuangan.

Wakil Kctua

An&aota

Tim Pelaksana

Ketua

Sekretaris

DirEklur PenSenlbangan Wilayah, Kementerian
PPN/Bappenas.
Direktur Pengembangan Perftukiman, Dir€ktorat
Jenderal Cipta Karya, Kementerian pekerjaan Umum.
l. Direktur Penanggulangan Kemiskinan,

Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas;

AnSSota

2. Dir.-ktur.
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2. Dir€ktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementeriah
PPN/Bappenas;

3. Direktur Tala Ruang dan Pedanahan,
Kementerian PPN/Bappenas;

4. Dircktur Kawasan Khusus dan Daarah
TertingSal, Kementerian PPN,/Bappenas;

5. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian
PPN/Eappenas;

6. DirEktur Perumahan dan Permukiman,
Kementerian PPN/Bappenas;

7. Dir€ktu! Alokasi Pefldanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas;

8. Direktur Pengembangan Wilayah, Direktorat
Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian
Dalam Negeri;

9. Dirrktur Usaha Ekohomi Masyarakat, Dir€ktorat
Jenderal PMD, Kementerian Dalam Negeri;

10. Dir€ktur Anggaran III, Direktorat Jenderal
AnSgaran dan Perimbangan Keuangan,
Kerfl eaterian Keuangan;

1I. Direldur Pinjarnan dan Hibah Luar Negeri,
Dircktorat Jenderal Anggaran dan Pe mbangan
KeuanSan, Kementerian Keuangan.

ARMIDA S. AUSJAI IIJANA

rld

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparftiatun


